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TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan proses
penganggaran dan pelaksanaan anggaran yang
tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab, perlu dibangun Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara;

b. bahwa agar penerapan Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara dapat berjalan efektif, perlu
mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan
kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran
negara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara;
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Mengingat : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PELAKSANAAN SISTEM PERBENDAHARAAN DAN
ANGGARAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya
disingkat SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait
dengan pengelolaan APBN yang meliputi modul penganggaran, modul
komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas, dan
modul akuntansi dan pelaporan.

3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat
KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk
melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.

4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA
adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai
acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan
pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.

5. Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang
selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen keuangan tahunan
Kementerian Negara/Lembaga yang disusun menurut Bagian
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

6. Rencana Dana Pengeluaran BUN yang selanjutnya disingkat RDP-BUN
adalah rencara kerja dan anggaran Bagian Anggaran BUN yang
memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran
belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban
pemerintah pusat dan transfer kepada daerah yang pengelolaannya
dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan.

7. Modul Penganggaran adalah bagian dari SPAN yang melaksanakan
fungsi-fungsi penganggaran yang meliputi perencanaan anggaran,
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penyusunan anggaran, pembahasan anggaran dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, penetapan alokasi anggaran,
penyusunan Rancangan APBN-Perubahan, revisi anggaran, dan
monitoring dan evaluasi kinerja anggaran.

8. Modul Komitmen adalah bagian dari SPAN yang melaksanakan fungsi-
fungsi pengelolaan data supplier dan data kontrak yang meliputi
pendaftaran, perekaman, validasi, perubahan, penggunaan, dan
pembatalan data supplier/kontrak, termasuk penerbitan dan
penyampaian Nomor Register Supplier/Nomor Register
Kontrak/informasi penolakan pendaftaran data supplier atau data
kontrak.

9. Modul Pembayaran adalah bagian dari SPAN yang melaksanakan
fungsi-fungsi pelaksanaan pembayaran atas beban APBN dan/atau
pengesahan pendapatan dan belanja yang meliputi penerbitan SP2D,
penerbitan warkat dan bilyet giro, penerbitan surat pengesahan
pendapatan dan belanja, penerbitan aplikasi penarikan dana, dan
penerbitan Surat Kuasa Pembebanan Letter of Credit (SKP-LC).

10. Modul Penerimaan adalah bagian dari SPAN yang melaksanakan
fungsi-fungsi penatausahaan transaksi penerimaan negara yang
diterima melalui Rekening Milik BUN di Bank Indonesia, melalui
Bank/Pos Persepsi, serta melalui potongan Surat Perintah Membayar
atau pengesahan pendapatan dan belanja oleh KPPN.

11. Modul Kas adalah bagian dari SPAN yang melaksanakan fungsi-fungsi
pengaturan rekening milik BUN, perencanaan kas, pemindahbukuan
dana, rekonsiliasi bank, dan pelaporan manajerial.

12. Modul Akuntansi dan Pelaporan adalah bagian dari SPAN yang
melaksanakan fungsi-fungsi penyusunan laporan keuangan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang meliputi pemutakhiran
data Bagan Akun Standar, konversi data transaksi keuangan, koreksi
data transaksi keuangan, penyesuaian sisa pagu, jurnal penyesuaian,
rekonsiliasi data, dan laporan keuangan.

13. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah unit organisasi
lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah
Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga
dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

14. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN
adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja
yang ditetapkan.

15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian
Negara/Lembaga.
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16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanaan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada
Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran atas beban APBN.

18. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya
disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran
dan menerbitkan perintah pembayaran.

19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi permintaan
pembayaran tagihan kepada negara.

20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk mencairkan dana yang
bersumber dari DIPA atau dokumen yang dipersamakan.

21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D
adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN
untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

22. Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan
dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank/Kantor Pos Penerima
kepada Bank/Kantor Pos Pengirim.

23. Surat Permintaan Pembayaran Retur yang selanjutnya disebut SPP
Retur adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN
di Daerah yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara
berdasarkan surat ralat dari Satker Kementerian Negara/Lembaga.

24. Surat Perintah Membayar Retur yang selanjutnya disebut SPM Retur
adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di
Daerah berdasarkan SPP Retur untuk mencairkan dana yang
bersumber dari penerimaan Retur SP2D.

25. Surat Perintah Pencairan Dana Retur yang selanjutnya disebut SP2D
Retur adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa
BUN di Daerah berdasarkan SPM Retur untuk pengeluaran non
anggaran.

26. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip
data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan
digital.

27. Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat
PHLN adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
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28. Konversi adalah proses pengubahan format data transaksi keuangan
pada ADK menjadi data yang dapat diterima oleh SPAN melalui
aplikasi konversi.

29. Sisa Kredit Anggaran adalah nilai pagu anggaran dikurangi nilai
pencadangan kontrak yang telah didaftarkan dan realisasi anggaran.

30. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya.

31. Supplier adalah pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban
APBN.

32. Data Supplier adalah informasi terkait dengan pihak yang berhak
menerima pembayaran atas beban APBN yang memuat paling kurang
informasi pokok, informasi lokasi, dan informasi rekening.

33. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia
barang/jasa atau pelaksana swakelola.

34. Data Kontrak adalah informasi terkait dengan perjanjian tertulis
antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.

35. Kontrak Tahun Tunggal adalah Kontrak yang pelaksanaan
pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) tahun
anggaran.

36. Kontrak Tahun Jamak adalah Kontrak yang pelaksanaan
pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atas
beban anggaran.

37. Komitmen Tahunan Kontrak Tahun Jamak adalah komitmen tahun
tunggal sebagai bagian dari Kontrak Tahun Jamak.

38. Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat BI adalah bank sentral
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
mengenai Bank Indonesia.

39. Bank Operasional I Pusat yang selanjutnya disebut BO I Pusat adalah
bank operasional mitra Kuasa BUN Pusat yang merupakan bank
pusat dari BO I dan tempat dibuka Rekening Pengeluaran Kuasa BUN
Pusat SPAN, Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat Non SPAN,
Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat Gaji, Rekening Retur Bank
Operasional I Pusat SPAN, dan Rekening Retur Bank Operasional I
Pusat Gaji.

40. Bank Operasional II yang selanjutnya disingkat BO II adalah bank
operasional mitra Kuasa BUN di Daerah yang menyalurkan dana
APBN untuk pengeluaran gaji bulanan.


